
BUPATI TRENGGALEK

PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TR.ENGiGALEK

NOMOR : 188.4sl 4E7 l4O6.OOt.3l2O22

TENTANG

PENETAPAN DESA/ KELURAHAN BERSINAR (BERSIH NARKOBA}

KABUPATEN TRENGGALEK TAIIUI 2022

BUPATI TRENGGALEK,

Mengingat

a. bahwa sesuai Surat Edaran Kepala Badan Narkotika

Nasional Nomor: SEl32lxlllDElPC.OOl2Ol9lBNN

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba

dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Instruksi

Presiden Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Rencana Aksi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Tahun 2O2O-2O24, dan dalam rangka mewujudkan Desa/

Kelurahan yang bersih dari Narkoba perlu menetapkan

Desa/ Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) Kabupaten

Trenggalek T ahun' 2022 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati

tentang Penetapan Desa/ Kelurahan Bersinar (Bersih

Narkoba) Kabupaten Trenggalek Tah:un 2022;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Menimbalg
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Kotaparaja Surabaya dengan merubah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur

.dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 195O tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Jogiakarta (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

1O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

367t);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OO9 Narkotika

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

143, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLl tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
'2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
'Nomor 9 Tahun '2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036)

.sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentangCipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang

'Peraturan Pelaksairaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2}tl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

dengan

Tahun
2O14 Nomor

Peraturan

199) sebagaimana telah diubah

Presiden Nomor 76

2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor

87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 186);

9. 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019

tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 195);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun

2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan

Penyalahgunaan Narkoba (kmbaran Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Tambahan kmbaran

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 64);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun

2Ol7 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan

Penyalahgunaan Narkoba (kmbaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan l,embaran

Derah Kabupaten Trenggalek Nomor 81);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun

2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

,(kmbaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2O17

Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor 86);

13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2O2O

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2017 tentang

Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan

Penyalahgunaan Narkoba (Berita Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2O20 Nomor 38);

14. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor:

.SE I 82 I Xll I DE I PC..OO I 20 19 / BNN tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan desa Bersih Narkoba;

MEMUTUSKAN

Penetapan Desa/ Kelurahan Bersinar ( Bersih Narkoba)

Kabupaten Trenggalek Tahlun 2022.

Desa/ Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) sebagaimana

dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

1. ,Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo;

2. Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari; dan

3. Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek.

Desa/ Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) berkewajiban

untuk melaksanakan Program Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba (P4GN) secara mandiri dan berkelanjutan.

KETIGA
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KEEMPAT

KELIMA

Segala pembiayaan yang timbul terkait pelaksanaan kegiatan

setagaimat a dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dapat

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Trenggalek, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes), swadaya serta sumber pembiayaan

lain yang sah dan tidak mengikat'

Keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetaPkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

ek

BUPATI TREN

M

t) tnas 2C22


